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ABSTRAK

Perkembangan industri halal global yang pesat dan komitmen pemerintah
Indonesia dalam memberdayakan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) melahirkan skema
sertifikasi halal self-declare yang diatur dalam Keputusan Kepala Badan
Penyelenggara Jaminan Produk Halal (Kepkaban) Nomor 146 Tahun 2025. Skema ini
bertujuan menyederhanakan prosedur dan menghilangkan biaya sertifikasi bagi
pelaku UMK. Namun, implementasinya di Daerah Istimewa Yogyakarta masih
menghadapi berbagai hambatan, antara lain rendahnya partisipasi pelaku usaha,
minimnya kepercayaan terhadap pendamping, kekhawatiran penipuan, serta kendala
teknis dan administratif pada sistem SIHALAL. Penelitian ini mengkaji dinamika
implementasi kebijakan tersebut di wilayah D1Y, khususnya Kabupaten Gunungkidul,
serta mengungkap kesenjangan antara ketentuan normatif dengan realitas lapangan
dalam perspektif pemberdayaan ekonomi syariah.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan
pendekatan yuridis-empiris yang bersifat deskriptif-analitis. Data primer diperoleh
melalui wawancara mendalam dengan Pendamping Proses Produk Halal (PPH) dan
pelaku UMK di DIY, sementara data sekunder bersumber dari peraturan perundang-
undangan, literatur ilmiah, dan dokumen resmi BPJPH. Analisis dilakukan dengan
menggunakan dua kerangka teori utama, yaitu teori sistem hukum Lawrence M.
Friedman yang mencakup struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum, serta
teori magasid al-syart‘ah perspektif sistem Jasser Auda yang meliputi enam fitur:
kognitif, kemenyeluruhan, keterbukaan, hierarki-saling berkaitan, multi-
dimensionalitas, dan kebermaksudan. Data dianalisis secara induktif untuk
menghasilkan pemahaman yang mendalam tentang efektivitas kebijakan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Kepkaban Nomor 146
Tahun 2025 terhadap sertifikasi halal skema self-declare di Daerah Istimewa
Yogyakarta telah berjalan secara parsial. Ditinjau dari teori sistem hukum Lawrence
M. Friedman, kebijakan ini masih menghadapi hambatan pada ketiga elemen utama,
yaitu budaya hukum (rendahnya kepercayaan dan resistensi pelaku UMK), substansi
hukum (belum optimalnya peraturan sekunder dan sistem informasi), serta struktur
hukum (ketergantungan tinggi pada peran pendamping PPH di tingkat desa).
Sementara itu, dari perspektif magasid al-syari‘ah Jasser Auda, kebijakan ini telah
selaras dengan enam fitur sistemnya kognitif, kemenyeluruhan, keterbukaan, hierarki-
saling berkaitan, multi-dimensionalitas, dan kebermaksudan serta menunjukkan
upaya adaptasi kebijakan yang mendukung kemudahan akses dan pemberdayaan
UMK. Dengan demikian, sertifikasi halal skema self-declare berpotensi menjadi
instrumen hukum Islam yang efektif, meskipun masih memerlukan penguatan ketiga
elemen sistem hukum agar implementasinya lebih optimal dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Kepkaban Nomor 146 Tahun 2025, Sertifikasi Halal, Self Declare,
Magasid al-Syari ‘ah.



ABSTRACT

The rapid growth of the global halal industry and the Indonesian
government’s commitment to empowering Micro and Small Enterprises (MSEs) have
led to the creation of a self-declaration halal certification scheme, as regulated by
Decision of the Head of the Halal Product Guarantee Agency (Kepkaban) No. 146 of
2025. This scheme aims to simplify procedures and eliminate certification costs for
MSME operators. However, its implementation in the Special Region of Yogyakarta
still faces various obstacles, including low business operator participation, a lack of
trust in facilitators, concerns about fraud, as well as technical and administrative
constraints within the SIHALAL system. This study examines the dynamics of the
policy’s implementation in the DIY region, particularly in Gunungkidul Regency, and
reveals the gap between normative provisions and on-the-ground realities from the
perspective of Islamic economic empowerment.

This study is a field research project employing a descriptive-analytical, legal-
empirical approach. Primary data was collected through in-depth interviews with
Halal Product Process Facilitators (PPH) and MSME operators in the Special Region
of Yogyakarta (DI1Y), while secondary data was sourced from legislation, academic
literature, and official documents from the Indonesian Halal Product Certification
Agency (BPJPH). The analysis was conducted using two main theoretical
frameworks: Lawrence M. Friedman’s legal system theory, which encompasses legal
structure, legal substance, and legal culture; and Jasser Auda’s system-based
perspective on maqasid al-syari ‘ah, which includes six features: cognitive, holistic,
openness, interrelated hierarchy, multidimensionality, and intentionality. The data
was analyzed inductively to produce a deep understanding of the policy’s
effectiveness.

The research findings indicate that the implementation of Kepkaban No. 146
of 2025 regarding the self-declaration halal certification scheme in the Special
Region of Yogyakarta has been only partially successful. Viewed from Lawrence M.
Friedman’s legal system theory, this policy still faces obstacles in three main
elements: legal culture (low trust and resistance among MSME actors), legal
substance (suboptimal secondary regulations and information systems), and legal
structure (high dependence on the role of PPH facilitators at the village level).
Meanwhile, from the perspective of Jasser Auda’s magqdasid al-syari‘ah, this policy
aligns with the six features of the system—cognitive, holistic, openness, interrelated
hierarchy, multidimensionality, and purposefulness—and demonstrates policy
adaptation efforts that support ease of access and the empowerment of SMEs. Thus,
the self-declaration halal certification scheme has the potential to become an effective
instrument of Islamic law, although it still requires strengthening of the three elements
of the legal system to ensure its implementation is more optimal and sustainable.

Keywords: Ministerial Decree No. 146 of 2025, Halal Certification, Self-Declaration,
Magasid al-Syari ‘ah.
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Transliterasi yang dimaksud dalam skripsi ini adalah pengalihan tulisan
Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini
menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama
Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya

adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
\ Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan
< Ba‘ B be
< Ta* T te
< Sa S es (dengan titik di atas)
z Jim J je
z Ha‘ H ha (dengan titik di bawah)
¢ Kha* Kh ka dan ha
3 Dal D de
3 Zal Z ze (dengan titik di atas)
B Ra‘ R er
J Zai V4 zet
o Sin S es
o Syin Sy es dan ye




o Sad S es (dengan titik di bawah)
o= Dad D de (dengan titik di bawah)
b Ta‘ T te (dengan titik di bawah)
L Za‘ Z zet (dengan titik di bawah)
& ‘Ain ¢ koma terbalik di atas

¢ Gain G ge

- Fa‘ F ef

S Qaf Q qi

<l Kaf K ka

J Lam L ‘el

2 Mim M ‘em

o Nun N en’

3 Waw W W

° Ha’ H ha

e Hamzah ¢ apostrof

¢ Ya’ Y ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

T

ARV ditulis

3

LYY

muta’addidah

XY ditulis

-

iddah

Xi




C. Ta‘ Marbiitah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h.

F ditulis hikmah
e ditulis ‘illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam

bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki

lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis

dengan h.

EREEES

ditulis

Karamah al-Auliya’

3. Bila ta 'marbiitah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t

atau h.
)Jasj\ 3L ditulis Zakah al-Fifri
D. Vokal Pendek
—d 1 Fathah ditulis a
- - Kasrah ditulis 1
- A Dammah ditulis u
E. Vokal Panjang
Fathah + alif Ol ditulis a: Istihsan
Fathah + ya’ mati c.;“\ ditulis a: Unsa
Kasrah + ya’ mati Ry slal) ditulis 1 al- ‘Alwant
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Dammah + wawu mati A jL; ditulis a: ‘Ulim
F. Vokal Rangkap
Fathah + ya’ mati pA nc ditulis ai: Gairihim
Fathah + wawu mati Jg ditulis au: Qaul

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

efu\\ ditulis a’antum
e ditulis w’iddat
A SE Y ditulis la’in syakartum
H. Kata Sandang Alif+Lam
1. Bila diikuti huruf Qamariyyah.
O Al ditulis Al-Qur’an
el ditulis al-Qiyas

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah

yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf'l (el)nya.

alla ditulis ar-Risalah
e Ll ditulis an-Nisa’
I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat
Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.
sIN Jal ditulis Ahl ar-Ra’yi
dadl Jal ditulis Ahl as-Sunnah
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J. Pengecualian
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1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus
Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.

2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh
penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Figh Mawaris, Figh Jinayah dan
sebagainya.

3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang
menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh
dan sebagainya.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada era globalisasi, industri halal telah menjadi salah satu sektor
yang tumbuh sangat pesat di seluruh dunia. Permintaan produk halal tidak
hanya berasal dari komunitas Muslim, tetapi juga dari pasar internasional
yang semakin sadar akan standar kehalalan dan keamanan produk. Negara-
negara dengan populasi Muslim besar, termasuk Indonesia, memiliki peran
strategis dalam memproduksi dan mengekspor produk halal yang
memenuhi standar syariat sekaligus diakui secara internasional.l
Perkembangan industri halal global menunjukkan peningkatan signifikan
seiring dengan bertambahnya jumlah konsumen yang menuntut produk
halal yang tidak hanya memenuhi syariat Islam, tetapi juga diakui secara
legal dan internasional. 2

Dalam beberapa dekade terakhir, industri halal telah berkembang
menjadi salah satu bidang ekonomi yang paling dinamis di seluruh dunia.
Negara-negara non-Muslim yang melihat peluang pasar besar juga
memiliki permintaan terhadap produk halal. Laporan State of the Global

Islamic Economy menyatakan bahwa industri halal di seluruh dunia

! Muhammad Syafi’i Antonio, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Jakarta:
Prenadamedia Group, 2015), him. 120.

2 Anas Malik dkk., “Produksi Halal dan Standar Syariah dalam Industri,” Al-A4 'mal: Jurnal
Manajemen Binis Syariah, Vol. 2:1 (Juni 2015), him. 97.



mencapai lebih dari USD 2 triliun, termasuk industri makanan dan
minuman, kosmetik, farmasi, dan keuangan syariah.® Sertifikasi halal saat
ini bukan hanya menjadi tanda keagamaan dan jaminan kualitas, keamanan,
dan etika dalam produksi barang dan jasa. Akibatnya, sistem sertifikasi
halal yang kuat dan dapat diandalkan menjadi kebutuhan strategi untuk
menjawab perubahan pasar global dan menjamin kepercayaan pelanggan
dari berbagai agama dan negara.*

Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di
dunia, mengikuti perkembangan dunia dengan menerapkan kebijakan
sertifikasi halal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014
tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH).> Peraturan Pemerintah (PP)
Nomor 42 Tahun 2024 meningkatkan undang-undang ini dengan mengatur
implementasi teknis dan tahapan kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku
usaha mikro dan kecil (UMK).® Pemerintah berupaya membangun
ekosistem halal nasional yang inklusif dan responsif terhadap tantangan
zaman melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).
Sebaliknya, sertifikasi halal memerlukan prosedur administratif dan biaya
yang besar, sehingga diperlukan rencana khusus untuk memungkinkan

UMK menjadi aktor utama dalam perekonomian nasional. Dalam situasi

3 Dinar Standard, State of the Global Islamic Economy Report 2023/24, (New York:

DinarStandard, 2023), him. 18.

4 Ibid., him. 34-35.
5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk

6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 tentang

Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, dan PP Nomor 42 Tahun 2024 tentang Perubahan
atas PP 39/2021.

" “Tentang BPJPH,” https://bpjph.halal.go.id/detail/tentang-bpjph, akses 15 Juni 2025.
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ini, skema deklarasi diri menjadi kemajuan besar yang memerlukan
pengawasan dan penilaian dari berbagai sudut pandang, termasuk hukum
Islam dan magasid al-syari‘ah.®

Usaha Mikro dan Kecil (UMK) memainkan peran penting dalam
struktur ekonomi Indonesia. Lebih dari 65 juta pelaku UMK bekerja,
menyumbang lebih dari 97% tenaga kerja dan menyumbangkan sekitar
60% PDB nasional pada tahun 2023, menurut data Kementerian Koperasi
dan UKM.® Meskipun melakukan banyak hal, UMK sering menghadapi
masalah dalam hal legalitas dan sertifikasi produk, termasuk proses
sertifikasi halal. Beberapa masalah utama termasuk prosedur yang sulit,
biaya yang mahal, dan keterbatasan akses ke informasi. Namun, Undang-
Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menetapkan
bahwa produk UMK seperti makanan, minuman, dan kosmetik harus
memiliki sertifikasi halal.*

Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2025 mengatur secara komprehensif
mengenai kriteria penyelia halal dan mekanisme sertifikasi halal.
Keputusan ini memuat ketentuan yang rinci terkait persyaratan, tata cara

pengajuan permohonan sertifikasi halal, serta tahapan pelaksanaan

8 Keputusan Kepala BPJPH No. 146 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Layanan
Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang didasarkan atas Pernyataan Halal Pelaku
Usaha Mikro dan Kecil.

® Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, Terms Of
Reference (Tor) Pengadaan Jasa Lainnya Tenaga Pendukung Teknis Pkn Bidang Talent Dan
Strategi Komunikasi Kewirausahaan

10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk
Halal, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295.



verifikasi dan validasi produk. Selain itu, regulasi ini juga mengatur aspek
pembiayaan dalam proses sertifikasi halal, sehingga memberikan kepastian
hukum dan pedoman yang jelas bagi para pemangku kepentingan dalam
penyelenggaraan jaminan produk halal.!

Meskipun skema self declare dirancang untuk menyederhanakan
prosedur administrasi dan menekan biaya sertifikasi halal bagi pelaku
UMK, signifikansi peran skema ini dalam ekosistem usaha kecil
menjadikannya penting untuk dikaji secara lebih mendalam. Oleh karena
itu, penelitian ini memfokuskan perhatian pada bagaimana implementasi
self declare dijalankan dalam praktik, baik ditinjau dari perspektif hukum
positif  khususnya kerangka peraturan perundang-undangan yang
mengaturnya maupun dari perspektif hukum Islam melalui pendekatan
magqasid al-syari ‘ah. Pendekatan ini digunakan untuk menilai sejauh mana
skema self declare mampu mewujudkan tujuan perlindungan,
kemaslahatan, dan kesejahteraan konsumen Muslim secara berkelanjutan.?

Metode magasid al-syart ‘ah menjadi dasar untuk menilai kebijakan
dan pelaksanaan sertifikasi halal, terutama untuk deklarasi mandiri
program, serupa dijelaskan oleh Imam asy-Syathibi dalam karyanya Al-
muwafaqat, maqasid al-syari‘ah secara klasik bertujuan untuk menjaga

lima aspek kehidupan (al-darariyyat): agama (al-din), jiwa (al-nafs), akal

11 Keputusan Kepala BPJPH No. 146 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Teknis Layanan
Sertifikasi taar...

12 Jaih Mubarok, Fikih magasid Syariah dalam Ekonomi dan Keuangan Islam, (Bandung:
Simbiosa Rekatama Media, 2020), him. 112.



(al- ‘agl), keturunan (al-nasl), dan harta (al-maf).** Dalam hal ini, kebijakan
sertifikasi produk halal memiliki tujuan administratif tetapi juga
melindungi keutuhan agama umat Islam dengan memastikan bahwa produk
tersebut halal.* Selain itu, Jasser Auda juga menambahkan bahwa Magasid
penting untuk mengatasi tantangan zaman, seperti ekonomi syariah dan
kebijakan publik di era modern.t®

Kebijakan self declare sebagai alternatif untuk sertifikasi halal
dapat dievaluasi berdasarkan magasid al-syari‘ah. Pertama, program ini
mengurangi biaya sertifikasi yang memberatkan bisnis kecil, membuka
peluang ekonomi bagi lebih banyak orang.'® Kedua, sertifikasi tetap
dilakukan melalui pengesahan Komite Fatwa Produk Halal, yang
memastikan bahwa barang yang diklaim halal tetap sah secara agama.
Pendekatan magasid terhadap skema self declare dianggap mendukung
keadilan sosial dan memudahkan orang untuk beribadah tanpa
mengeluarkan banyak uang.!’ Dengan demikian, magasid al-syari‘ah

digunakan sebagai prinsip etika normatif dalam menilai kebijakan, dengan

13 Abdallah Darraz (ed.), Al-Muwafagat fi Usul al-Shari'ah, (Beirut: Dar al-Ma'rifah,
2004), 11: 8-10.

14 Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, Petunjuk Teknis Sertifikasi Halal Self
Declare Tahun 2025.

15 Jasser Auda, Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach
(London: International Institute of Islamic Thought, 2008), him. 23-25.

16 Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, Keputusan Kepala BPJPH Nomor 146
Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Layanan Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil
yang didasarkan atas Pernyataan Halal Pelaku Usaha Mikro dan Kecil.

17 Apriani, E. dan Syukri, M., “Tinjauan Magashid Al-Syariah Terhadap Sertifikat Halal
Dengan Skema Self-Declare,” Buletin Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 2:1 (2024), him. 41.



mempertimbangkan aspek maslakah (manfaat kolektif) dan mafsadah
(potensi kerusakkan).®

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sendiri dikenal sebagali
provinsi dengan identitas kuat sebagai kota pendidikan, budaya, dan
pariwisata, sekaligus menjadi salah satu pusat pertumbuhan UMK di
wilayah Pulau Jawa.’® Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS),
jumlah UMK di DIY pada tahun 2025 diperkirakan mencapai sekitar
39.000 unit.?® Rendahnya capaian sertifikasi halal mengindikasikan adanya
kesenjangan antara kebijakan dan implementasi di lapangan yang bisa
disebabkan oleh berbagai faktor, seperti rendahnya literasi halal, minimnya
pendampingan, dan kompleksitas prosedural.?l Oleh karena itu, DIY
dijadikan sebagai lokasi penelitian karena daerah ini memiliki potensi besar
dalam sektor UMK, dan tingkat partisipasi yang masih rendah, sehingga
menjadi konteks yang relevan untuk dianalisis dalam perspektif magasid
al-syari‘ah.

Data awal dari BPJPH menunjukkan bahwa partisipasi UMK di
DIY dalam program ini belum optimal, meskipun sektor makanan dan

minuman mendominasi aktivitas usaha mikro dan kecil di wilayah ini.??

18 Jasser Auda, Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach
(London: International Institute of Islamic Thought, 2008), him. 33.

19 UMK DIY 2025 Naik 6,5%, Portal Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.
https://jogjaprov.go.id/berita/detail-berita/umk-diy-2025-naik-65, akses 20 Juni 2025.

20 Badan Pusat Statistik DIY, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Angka 2025.
https://yogyakarta.bps.go.id/id, akses 20 Juni 2025.

2l Anas Malik dkk., “Produksi Halal dan Standar Syariah dalam Industri,” Al-4 mal:
Jurnal Manajemen Bisnis Syariah, Vol. 2, No. 1 (2025), him. 97.

22 Badan Pusat Statistik (BPS) DIY, Profil Industri Mikro dan Kecil 2023.
https://yogyakarta.bps.go.id/, akses 16 juni 2025.
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Dalam konteks ini, pendekatan magasid al-syari ‘ah menjadi relevan untuk
menilai apakah skema tersebut tidak hanya memenuhi aspek administratif,
tetapi juga memastikan perlindungan agama, kesejahteraan ekonomi dan
manfaat kolektif (maslakah) bagi pelaku usaha dan konsumen Muslim.?
Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji lebih lanjut
dinamika implementasi kebijakan tersebut di DI'Y dengan perspektif yang
berlandaskan pada prinsip-prinsip syariat.

Demikian dapat dipahami bahwa implementasi sertifikasi halal,
khususnya melalui skema self declare, merupakan bagian dari upaya negara
untuk memberikan jaminan perlindungan hukum kepada konsumen
Muslim, sekaligus memberdayakan pelaku usaha mikro dan kecil agar
dapat bersaing dalam ekosistem halal nasional. Berdasarkan fenomena
rendahnya partisipasi UMK di DIY dalam program sertifikasi halal self
declare, serta pentingnya menilai efektivitas kebijakan tersebut melalui
pendekatan magasid al-syari‘ah, maka penulis berinisiatif untuk
melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengangkat judul:
“Implementasi Kepkaban Nomor 146 Tahun 2025 terhadap Sertifikasi
Halal Skema Self Declare pada UMK DIY Tahun 2025 Perspektif

Magasid Al-Syart‘ah.”

23 Apriani, E. dan Syukri, M., “Tinjauan Magashid Al-Syariah Terhadap Sertifikat Halal
Dengan Skema Self-Declare” ..., him. 41.



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis telah merumuskan

pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Kepkaban Nomor 146 Tahun 2025
terhadap sertifikasi halal skema self declare pada UMK di Daerah
Istimewa Yogyakarta tahun 2025?

2. Bagaimana analisis magasid al-syari ‘ah terhadap Kepkaban nomor
146 tahun 2025 dan sertifikasi halal skema self declare pada UMK

di DIY?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian
Berdasarkan pokok permasalahan diatas maka tujuan dalam
penulisan penelitian ini adalah:

a. Untuk memahami implementasi Kepkaban Nomor 146 Tahun 2025
terhadap sertifikasi halal skema self declare pada UMK di Daerah
Istimewa Yogyakarta tahun 2025.

b. Untuk mengetahui analisis Kepkaban Nomor 146 Tahun 2025
magqasid al-syart‘ah terhadap sertifikasi halal skema self declare

pada UMK di DIY



2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis
Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan
kontribusi sebagai bahan kajian ilmiah dan memperluas wawasan
pembaca, khususnya dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah terkait
dengan Implementasi Kepkaban Nomor 146 Tahun 2025 terhadap
Sertifikasi Halal Skema Self Declare pada UMK DIY Tahun 2025
dalam Perspektif Magasid Al-Syari‘ah. Penelitian ini juga
diharapkan dapat menjadi referensi tambahan bagi pengembangan
studi keislaman dan regulasi halal, serta memberikan sumbangan
pemikiran bagi akademisi dan pihak-pihak yang berkepentingan
dalam isu sertifikasi halal dan perlindungan konsumen Muslim,
khususnya dalam konteks pemberdayaan pelaku usaha mikro dan

kecil.

b. Kegunaan Praktis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan
praktis dalam merumuskan langkah-langkah konkret untuk
mengatasi berbagai kendala dalam implementasi Kepkaban Nomor
146 Tahun 2025, khususnya terkait sertifikasi halal skema self
declare pada UMK di Daerah Istimewa Y ogyakarta. Temuan dalam
penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan bagi
Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), instansi

pemerintah daerah, serta lembaga pendamping proses produk halal
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(LP3H) dalam meningkatkan efektivitas kebijakan dan memperluas
jangkauan program sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan
kecil. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu
mendukung terciptanya sistem sertifikasi halal yang lebih inklusif

dan sesuai dengan nilai-nilai magasid al-syart‘ah.

D. Telaah Pustaka

Agar dapat memudahkan menyelesaikan masalah dan mencapai
tujuan dalam penelitian serta untuk menghindari adanya kesamaan dengan
penelitian terdahulu, maka penelitian ini menggunakan penelusuran dengan
beberapa literatur baik berupa jurnal, skripsi, karya ilmiah, maupun tesis
dan disertasi yang nantinya akan menjadi sumber rujukan dalam penulisan
penelitian ini. Dalam hal ini, permasalahan yang diteliti adalah mengenai
implementasi kebijakan sertifikasi halal skema self declare yang difasilitasi
oleh pemerintah melalui Keputusan Kepala BPJPH Nomor 146 Tahun
2025, dengan menitikberatkan pada pendekatan magasid al-syari‘ah
sebagai landasan normatifnya, serta difokuskan pada pelaku Usaha Mikro
dan Kecil (UMK) di wilayah DIY. Beberapa karya tulis ilmiah yang
menurut penulis memiliki keterkaitan erat dengan permasalahan yang
diteliti adalah sebagai berikut:

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Nuh Maulana berjudul “Pelatihan
Pendamping Proses Produk Halal (PPH) dalam Mendukung Program Self
Declare di Halal Center Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga

Yogyakarta” menjelaskan bahwa pelatihan PPH telah berjalan dengan baik
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dalam mendukung program self declare. Pelatihan tersebut mendapat
respons yang antusias, proses pembelajaran berjalan sesuai rencana, terjadi
perubahan perilaku yang positif, dan hasil yang dicapai oleh Halal Center
telah memenuhi target yang ditetapkan.?* Adapun perbedaan dengan
penelitian ini terletak pada fokus kajian. Penelitian Nuh Maulana
menitikberatkan pada aspek pelatihan self declare, sedangkan penelitian ini
mengkaji implementasi Kepkaban Nomor 146 Tahun 2025 serta menilai
kesesuaiannya dengan pendekatan magqasid al-syart ‘ah.

Kedua, artikel ilmiah yang ditulis oleh Aulia Rachman dan
Maisyarah Rahmi Hasan dan dimuat di Jurnal Al-Qalam pada Maret 2025
berjudul “Problematika Penerapan Sertifikasi Halal Self Declare di
Indonesia dalam Perspektif Magdasid al-Syari ‘ah”. Berdasarkan penelitian
ini, skema deklarasi mandiri secara umum membantu pelaku usaha kecil
untuk memenuhi sertifikasi halal tanpa harus membayar. Namun, masih
terdapat banyak permasalahan, seperti kurangnya literasi halal, kurangnya
pendampingan dari otoritas, dan kemungkinan terjadinya manipulasi dalam
dokumen PPH.% Artikel ini menyarankan bahwa tanpa memperkuat sistem
kontrol dan meningkatkan kapasitas pelaku usaha, perlindungan konsumen
dalam perspektif syariat tidak akan dapat tercapai secara ideal. Perbedaan

artikel ini dengan penelitian milik penulis adalah pada fokusnya. Artikel

24 Nuh Maulana, "Pelatihan Pendamping Proses Produk Halala (PPH) dalam Mendukung
Program Self Deflare di Halal Center Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta,"
Skripsi, Universitas Islam Negeri Uin Sunan Kalijaga, (2024).

% Aulia Rachman dan Maisyarah Rahmi Hasan, “Problematika Penerapan Sertifikasi
Halal Self-Declare di Indonesia dalam Perspektif Magashid Syariah,” Jurnal Al-Qalam, Vol: 19:2
(Maret 2025).
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Aulia dan Maisyarah lebih fokus pada evaluasi kebijakan self declare
secara umum di Indonesia dengan perspekif magasid al-syari‘ah.
Sedangkan, penelitian milik penulis fokus mengkaji implementasi
Kepkaban Nomor 146 Tahun 2025 di wilayah DIY, akan ditinjau dari
bagaimana pelaku usaha bisnis mikro dan kecil mendapatkan fasilitasi
sertifikasi halal gratis, serta menilai kebijakan tersebut benar-benar
mencerminkan prinsip magasid al-syari ‘ah.

Ketiga, disertasi yang ditulis oleh Maulida Azzahra Putri berjudul
“Efektivitas Hukum Self Declare dalam Sertifikasi Halal bagi Pelaku
UMKM (Studi di Kecamatan Batang Kabupaten Batang)” (2023).
Penelitian ini menemukan skema self declare yang diizinkan oleh pasal 79
ayat (1) PP No. 39/2021, yang mempermudah pelaku UMK untuk
mendapatkan sertifikasi halal secara mandiri. Namun penelitian ini juga
menunjukkan bahwa hukum skema ini masih kurang efektif, terutama
dalam hal pengawasan dan pengawasan setelah sertifikat dikeluarkan.
Akibatnya, UMK tidak selalu memastikan kualitas produknya setelah
mendapatkan sertifikat.?® Perbedaan dengan apa yang diteliti oleh penulis
saat ini terletak pada pendekatan dan konteks kebijakan. Penelitian ini
menggunakan pendekatan magasid  al-syari‘ah  serta  mengkaji
implementasi Kepkaban Nomor 146 Tahun 2025 sebagai dasar regulatif

dalam penerapan self declare di wilayah DIY, sedangkan skripsi Maulida

% Maulida Azzahra Putri, “Efektivitas hukum self declare dalam sertifikasi halal bagi
pelaku UMK (studi di Kecamatan Batang Kabupaten Batang),” Disertasi, Universitas Islam Negeri
(UIN) KH Abdurrahman Wahid Pekalongan, (2023).
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lebih menekankan pada tingkat efektivitas implementatif di Kecamatan
Batang secara normatif dan empirik tanpa memasukkan kajian magqasid al-
syart‘ah sebagai pisau analisis utama.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Alisa Sandrina Ramadhani
berjudul "Kendala, Pengaruh, dan Solusi dalam Sertifikasi Halal Self
Declare pada Pelaku Usaha Mikro, Pendamping Produk Halal, dan BPJPH
di Kota Tangerang Selatan,” Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif
Hidayatullah Jakarta, tahun 2024. Dalam penelitiannya, Alisa membahas
berbagai yang menghadapi pelaku usaha mikro, pendamping hambatan
halal, dan BPJPH dalam proses sertifikasi halal self declare. Kendala
tersebut meliputi kurangnya pemahaman prosedur, keterbatasan fasilitas
digital, serta minimnya jumlah pendamping yang kompeten. Alisa juga
mengusulkan beberapa solusi, seperti peningkatan sosialisasi, pelatihan
pendamping, dan penyederhanaan sistem aplikasi.?’ Perbedaannya dengan
penelitian ini terletak pada fokus penelitiannya. Penelitian Alisa
menitikberatkan pada permasalahan teknis dan administratif dalam
pelaksanaan self declare. Sedangkan penelitian penulis lebih mencakup
aspek substansi syariat dan implementasi Kepkaban No 146 Tahun 2025,
dengan menggunakan maqgasid al-syari‘ah sebagai dasar manfaat

kebijakan bagi pelaku UMK.

27 Alisa Sandrina Ramadhani, “Kendala, Pengaruh, dan Solusi dalam Sertifikasi Halal
Self-Declare pada Pelaku Usaha Mikro, Pendamping Produk Halal, dan BPJPH di Kota Tangerang
Selatan,” Skripsi, Universittas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, (2024).
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Kelima, tesis yang ditulis oleh Mira Haning Santika berjudul
“Implementasi Sertifikasi Halal melalui Halal Self Declare berdasarkan
PMA No. 20 Tahun 2021 di Banjarnegara (Perspektif Maslakah)” (2024).
Penelitian ini menyoroti bagaimana pelaksanaan skema self declare
berdasarkan regulasi PMA No.20 Tahun2021 memberi kemudahan
kepada pelaku UMK untuk memperoleh sertifikat halal tanpa biaya.
Melalui pendekatan maslakzah, penulis menunjukkan bahwa kebijakan ini
membawa kemaslahatan ekonomi bagi pelaku UMK, terutama dalam
memperluas akses pasar dan meningkatkan kepercayaan konsumen
terhadap produk halal. Namun demikian, penelitian ini juga mencatat
bahwa tantangan masih ditemukan dalam hal efektivitas peran pendamping
PPH serta kurangnya pemahaman UMK terhadap tanggung jawab pasca-
sertifikasi.?® Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada regulasi dan
pendekatan yang digunakan. Penelitian penulis menggunakan pendekatan
magqasid al-syart ‘ah untuk menganalisis implementasi Kepkaban No. 146
Tahun 2025 sebagai kebijakan teknis terbaru dalam fasilitasi sertifikasi self
declare. Sementara itu, penelitian Mira berfokus pada PMA No. 20 Tahun
2021 dan menilai kemanfaatannya dari sudut maslahat tanpa mengaitkan
secara langsung dengan prinsip magasid al-syart ‘ah secara komprehensif.

Keenam, skripsi yang ditulis oleh Diah Kharisma Putri dengan judul

“Implementasi PMA No. 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal bagi

2 Mira Haning Santika, “Implementasi Sertifikasi Halal melalui Halal Self Declare
Terhadap Pelaku Usaha Mikro dan Kecil Berdasarkan PMA No 20 Tahun 2021 di Kabupaten
Banjarnegara Perspektif Maslahah Mursalah”, Tesis, Universitas Islam (UIN) Negeri Saifuddin
Zuhri (SAIZU), (2024).
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Usaha Mikro dan Kecil di Kabupaten Bantul (Perspektif Maslakah)”
(2024), mengkaji pelaksanaan sertifikasi halal self declare terhadap UMK
dengan pendekatan deskriptif-kualitatif. Penelitian ini menemukan bahwa
sebagian besar pelaku UMK masih memiliki pemahaman yang rendah
terhadap urgensi sertifikasi halal, dan proses pendampingan yang dilakukan
belum merata di seluruh wilayah. Diah menyoroti bahwa keberadaan
regulasi PMA No. 20 Tahun 2021 telah memberikan peluang besar bagi
UMK untuk mendapatkan sertifikasi halal secara gratis, namun
implementasinya masih dihadapkan pada kendala administratif dan
keterbatasan SDM pendamping PPH.?° Perbedaannya penelitian ini
menggunakan teori maslakah untuk menilai manfaat program sertifikasi
halal bagi UMK, khususnya dalam hal kepercayaan konsumen dan peluang
pasar. Adapun penelitian penulis menggunakan pendekatan magasid al-
syart‘ah yang lebih komprehensif, serta mengkaji regulasi terbaru, yakni
Kepkaban No. 146 Tahun 2025, sebagai kebijakan teknis pelaksana dari
UU No. 33 Tahun 2014 dan PMA No. 20 Tahun 2021. Dengan demikian,
penelitian ini lebih aktual dalam menilai efektivitas skema self declare
berbasis regulasi terbaru.

Ketujuh, Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Adi Riswan
Al Mubarak, Lola Malihah, Mu’minah, dan Muhammad Yulian Ma’mun

yang berjudul “Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021

2 Diah Kharisma Putri, “Implementasi PMA Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Sertifikasi
Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil Perspektif Maslahah (Studi Kasus Pelaku Usaha Mikro
dan Kecil di Bantul), Skripsi, (2024).
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tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal” berfokus pada
peran negara dalam menjamin kehalalan produk melalui regulasi formal.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa PP No. 39 Tahun 2021 merupakan
bentuk reformasi kebijakan dalam penyelenggaraan Jaminan Produk Halal,
khususnya dalam mendukung kemudahan perizinan dan pemberdayaan
UMKM. Namun, masih terdapat beberapa kendala seperti tidak jelasnya
skema pembiayaan sertifikasi bagi pelaku usaha mikro dan keterbatasan
jumlah auditor halal karena pembatasan kewenangan pada satu Lembaga
Pemeriksa Halal (LPH). Penelitian ini menekankan pentingnya regulasi
yang memberi kepastian hukum bagi pelaku usaha dan perlindungan bagi
konsumen.®® Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada fokus dan
pendekatannya. Penelitian Muhammad Adi Riswan Al Mubarak lebih
menitikberatkan pada kajian normatif pelaksanaan PP No. 39 Tahun 2021
secara nasional, sedangkan penelitian penulis berfokus pada implementasi
Keputusan Kepala Badan (Kepkaban) Nomor 146 Tahun 2025 dan
mengkaji efektivitas fasilitasi sertifikasi halal skema self declare bagi

UMK di wilayah DIY dalam perspektif magasid al-syari ‘ah.

%0 Muhammad Adi Riswan Al Mubarak, dkk., “Implementasi Peraturan Pemerintah
Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal,” Al-‘Adl: Jurnal
Hukum, Vol. 15 No. 1 (Januari 2023).
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E. Kerangka Teoritik

1. Teori Sistem Hukum

Sistem hukum merupakan kesatuan terintegrasi yang terdiri
dari elemen-elemen saling terkait yang bekerja secara sinergis untuk
mencapai tujuan hukum, seperti keadilan, kepastian hukum, dan
kemanfaatan dalam masyarakat.®* Hal ini menegaskan bahwa setiap
peraturan harus memenuhi asas keterpaduan sistem hukum,
keselarasan antara hierarki dan muatan materi, serta kemampuan untuk
diimplementasikan secara efektif.> Dengan demikian, sistem hukum
tidak hanya dipahami sebagai kumpulan norma tertulis, melainkan
sebagai jaringan yang mengintegrasikan substansi hukum, institusi
pelaksana, serta nilai dan budaya masyarakat hukum.

Teori sistem hukum Lawrence M. Friedman menjadi landasan
analisis yang relevan untuk memahami dinamika implementasi
Keputusan Kepala BPJPH No. 146 Tahun 2025 dalam sertifikasi halal
skema self declare bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Daerah
Istimewa Yogyakarta. Friedman memandang hukum sebagai sistem
sosial yang terdiri dari tiga elemen utama: struktur hukum, substansi
hukum, dan budaya hukum.®® Struktur hukum tercermin dalam peran

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Pendamping

31 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82

%2 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), him. 54-56.

33 Lawrence M. Friedman, Sistem Hukum: Perspektif llmu Sosial, (Bandung: Nusa Media,
2018), him. 15-16.
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Proses Produk Halal (PPH), dan Komite Fatwa Produk Halal sebagai
institusi yang mengelola proses sertifikasi.

Substansi hukum diwujudkan melalui muatan normatif
Kepkaban No. 146 Tahun 2025, yang memuat ketentuan yang rinci
terkait persyaratan, tata cara pengajuan permohonan sertifikasi halal,
serta tahapan pelaksanaan verifikasi dan validasi produk.®* Ketiga
elemen ini saling berkaitan, di mana efektivitas kebijakan bergantung
pada sinergi antara kesiapan kelembagaan, kejelasan norma, dan
dukungan masyarakat. Pendekatan Friedman memungkinkan analisis
komprehensif terhadap hambatan dan peluang dalam implementasi
kebijakan, seperti kurangnya koordinasi institusi, ketidakjelasan
prosedur, atau rendahnya kesadaran UMK, sehingga memberikan
wawasan untuk penguatan sistem hukum sertifikasi halal di DIY.

Pendekatan Friedman terhadap sistem hukum berakar pada
ilmu sosial, memposisikan hukum sebagai bagian dari ilmu
kemanusiaan yang beririsan dengan sosiologi, antropologi, dan
psikologi, sebagaimana diklasifikasikan oleh Wilhelm Dilthey dalam
Geisteswissenschaften.® Berbeda dengan pandangan positivistik yang
memandang hukum sebagai sistem tertutup, Friedman menegaskan

bahwa keberfungsian hukum dipengaruhi oleh interaksi sosial, nilai

3 Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 146 Tahun 2025
tentang Petunjuk Teknis Layanan Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang
didasarkan atas Pernyataan Halal Pelaku Usaha Mikro dan Kecil., him. 1-2.

% Rudolf A. Makkreel dan Frithjof Rodi (ed.), Introduction to the Human Sciences,
(Princeton: Princeton University Press, 1989), him. 58-63.
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kolektif, dan kemampuan institusi dalam menjalankan norma. Dalam
konteks penelitian ini, analisis implementasi Kepkaban No. 146 Tahun
2025 tidak hanya berfokus pada teks peraturan, tetapi juga pada
interaksi antara BPJPH, PPH, dan UMK sebagai aktor hukum dalam
struktur sosial yang lebih luas.®® Dengan demikian, teori sistem hukum
Friedman memberikan kerangka analitis yang relevan untuk
mengevaluasi efektivitas kebijakan sertifikasi halal skema self declare
di DIY, dengan mempertimbangkan aspek normatif, institusional, dan
sosial.

Teori sistem hukum Lawrence M. Friedman dalam penelitian
ini digunakan untuk menganalisis implementasi Keputusan Kepala
BPJPH No. 146 Tahun 2025 sebagai bagian dari dinamika hukum yang
hidup di tengah pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Daerah
Istimewa Yogyakarta. Dengan mempertimbangkan aspek sosial,
institusional, dan budaya yang melatarbelakangi regulasi ini, proses
sertifikasi halal skema self declare dapat dipahami tidak hanya sebagai
kebijakan administratif, tetapi juga sebagai cerminan nilai, kebutuhan,
dan tantangan lokal. Dengan demikian, pendekatan sistem hukum
Friedman tidak hanya memberikan wawasan menyeluruh terhadap

norma hukum tertulis, tetapi juga terhadap cara hukum tersebut

3 Soetandyo Wignjosoebroto, Hukum: Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya
(Jakarta: Elsam, 2002), him. 45-48.
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berfungsi, beradaptasi, dan berevolusi dalam realitas kehidupan
masyarakat yang terus berkembang.
2. Teori Magdasid Al-Syari‘ah

Hukum Islam (fikih) adalah hasil ijtihad manusia terhadap
nash, sebagai upaya menyingkap makna tersembunyi maupun
implikasi praktisnya.®” Al-Baydawr menyatakan bahwa fikih pada
hakikatnya merupakan bentuk dugaan (zann), bukan keyakinan (yagin)
yang bersifat absolut. Hal ini karena keyakinan bahwa suatu hukum
tertentu benar-benar mencerminkan kehendak Tuhan merupakan klaim
yang tidak mungkin diverifikasi atau dibuktikan secara pasti.® Salah
satu elemen penting dalam pengembangan dan pemahaman hukum
Islam secara lebih  kontekstual dan responsif terhadap
kebutuhan zaman yaitu magasid al-syari‘ah yang dinilai cukup
signifikan sebagai metodologi dalam kajian Usul Fikih.®

Magasid  al-syari‘ah  merupakan prinsip-prinsip  yang
menjawab berbagai pertanyaan mendasar terkait hukum Islam. Prinsip
ini mencakup hikmah di balik ditetapkannya suatu hukum serta tujuan
yang ingin dicapai oleh hukum-hukum Islam, baik melalui upaya
membuka jalan menuju kebaikan (fatz al-zara’i ) maupun menutup

jalan menuju keburukan (sadd al-zara’i9).*® Dalam konteks ini,

37 Jasser Auda, Membumikan Hukum Islam Melalui Magashid Syariah, alih bahasa
Rosidin dan Ali Abd el-Mun’im, cet. ke-1, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015), him. 86.

3 Ali al-Subki, Al-lbhaj fi Syarhh al-Minhaj, (Beirut: Dar al-Nasyr, 1983), 111: 39.

39 Paryadi, "Magashid Syariah: Definisi dan Pendapat Para Ulama," Cross-border, Vol.
4:2 (2021), him. 202.

40 Jasser Auda, Membumikan Hukum Islam Melalui Magashid Syariah, ... him. 31-32.
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magqasid dipahami sebagai maksud atau sasaran yang melatarbelakangi
setiap ketentuan hukum. Bagi sebagian teoretikus hukum Islam,
maqgasid juga dapat dipandang sebagai bentuk lain dari
konsep maslakah.** Magasid hukum islam diklasifikasikan dengan
berbagai cara:

a. Tingkatan keniscayaan, yang merupakan klasifikasi tradisional.

b. Jangkauan tujuan hukum untuk menggapai magasid.

o

Jangkauan orang yang tercakup dalam magasid.

o

Tingkatan keumuman magasid, atau sejauh mana magasid itu
mencerminkan keseluruhan nash. 42

Selain itu, magasid juga dapat diklasifikasikan berdasarkan
jangkauan tujuan hukum dalam mencapai magasid, cakupan pihak
yang memperoleh manfaat dari magasid, serta tingkat keumuman
magasid dalam mencerminkan keseluruhan nash. Dalam klasifikasi
tradisional, magasid dibagi menjadi tiga tingkatan keniscayaan, yaitu
keniscayaan (darariyyat), kebutuhan (hajiyyat), dan

pelengkap (tahsniyyat).*3

Jasser Auda menjadikan magasid al-syart ‘ah sebagai landasan
filosofis dalam cara berpikirnya, dengan mengintegrasikan pendekatan
sistem sebagai metode analisis utama. Pendekatan ini merupakan

inovasi yang belum banyak digunakan dalam diskusi mengenai hukum

4 Ibn ‘Asyur, Magashid al-Syariah al-Islamiyyah, him. 183.
42 Jasser Auda, Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah, ...him. 33-34.
43 1bid., him. 34.
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Auda

mengembangkan enam fitur sistem yang menjadi elemen kunci dalam

analisisnya, yaitu:

1. Fitur kognitif mengusulkan pemisahan antara “wahyu” dan

“kognisi,” yakni memandang fikih bukan sebagai pengetahuan
ilahiah secara langsung, melainkan sebagai hasil pemahaman
rasional manusia terhadap wahyu.

Fitur keseluruhan bertujuan memperbaiki kelemahan usil al-figh
klasik yang cenderung reduksionis dan atomistik, seperti
kecenderungan menggunakan satu nash secara terpisah tanpa
mempertimbangkan keterkaitannya dengan nash lain.

Fitur keterbukaan berperan dalam memperluas cakupan
penerimaan terhadap ‘urf (kebiasaan lokal) dalam penetapan
hukum.

Fitur hierarki-saling terkait memperbaiki dua aspek magasid:
luasnya cakupan tujuan hukum dan siapa saja yang memperoleh
manfaat dari magasid tersebut.

Fitur multi-dimensionalitas, ketika digabung dengan pendekatan
magasid, mampu menawarkan jalan keluar atas konflik antar dalil

melalui interkoneksi makna.

4 Paryadi, "Maqashid Syariah: Definisi dan Pendapat Para Ulama,"... him. 214.
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6. Fitur kebermaksudan menekankan pentingnya makna dalam
sumber primer seperti Al-Qur’an dan Hadis, serta sumber rasional
seperti giyds dan istihsan.*

Teori ini digunakan untuk mengkaji kebijakan sertifikasi halal
self declare pada pelaku UMK di DIY dengan pendekatan magasid al-
syart‘ah berbasis sistem ala Jasser Auda. Skema self declare tidak
hanya dipahami sebagai prosedur administratif, tetapi dianalisis
sebagai bagian dari upaya mewujudkan tujuan-tujuan syariat melalui
enam fitur sistem: kognitif, keseluruhan, keterbukaan, hierarki-saling
terkait, multidimensionalitas, dan kebermaksudan. Dengan pendekatan
ini, penulis dapat menilai sejauh mana kebijakan tersebut tidak hanya
memenuhi aspek formal hukum, tetapi juga membawa kemaslahatan

nyata bagi pelaku UMK sesuai dengan prinsip-prinsip dasar syariat.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research),
yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lokasi untuk
memahami kondisi nyata dan interaksi sosial dalam suatu kelompok,
lembaga, atau masyarakat.*® Penelitian lapangan ini dilakukan dengan

cara mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan

22.

4 Jasser Auda, Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah, ...him. 12-15.
4 Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Raja Grafmdo Persada, 1998), him.
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dokumentasi. Selain itu, peneliti juga menggunakan penelitian
kepustakaan (Library Research). Penelitian kepustakaan adalah
penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur
(kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil
penelitian terdahulu.*’
2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu metode yang
digunakan untuk menggambarkan kondisi atau situasi objek penelitian
berdasarkan data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara.
Dengan pendekatan ini, peneliti dapat mengeksplorasi objek secara
lebih mendalam, kemudian menganalisisnya dengan merujuk pada
teori-teori hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
relevan.

3. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis
empiris, yaitu pendekatan yang memadukan antara kajian terhadap
norma-norma hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-
undangan (pendekatan yuridis normatif) dengan realitas yang terjadi di
masyarakat (pendekatan empiris). Melalui pendekatan ini, peneliti
tidak hanya menganalisis aspek hukum secara teoritis, tetapi juga

menelaah bagaimana hukum tersebut diterapkan dan berfungsi dalam

47 |gbal Hasan, Analisis Data Penelitian dengan Statistik, (Jakarta: Bumi
Aksara, 2008), him. 5.
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praktik. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami permasalahan
hukum secara menyeluruh berdasarkan data empiris yang diperoleh
dari hasil observasi dan wawancara langsung di lapangan.
Sumber Data
Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data, yaitu:
a. Data Primer
Data primer merupakan informasi utama yang diperoleh
dari objek yang diteliti melalui cara observasi dan wawancara.
Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawacara
Pendamping PPH, serta pelaku usaha mikro kecil di DIY.
b. Data Sekunder
Data sekunder merupakan data yang tidak didapatkan
langsung dari lapangan, tetapi studi kepustakaan dengan membaca
dan mengutip buku, jurnal, serta bahan yang lainnya. Data
sekunder dalam penelitian ini berupa bahan hukum, yaitu:
1) Bahan hukum primer, yaitu:
a) Kitab fikih
b) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan
Produk Halal
c) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang

Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal
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d) Keputusan Kepala Badan (Kepkaban) Nomor 146 Tahun
2025 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Sertifikasi Halal
Gratis bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil Tahun 2025

2) Bahan hukum sekunder adalah bahan yang dapat memberikan
penjelasan mengenai bahan hukum primer, vyaitu; buku,
jurnal, skripsi, artikel, dan internet.

3) Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung
antara bahan hukum primer dan sekunder yaitu kamus hukum,
kamus besar Bahasa Indonesia, dan ensiklopedia.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah penting
dalam proses penelitian, karena berperan dalam menentukan
kualitas data yang diperoleh. Oleh karena itu, proses ini harus
dirancang secara sistematis dan terarah agar data yang dikumpulkan
relevan dengan permasalahan yang diteliti.*® Secara umum, teknik
pengumpulan data adalah metode yang digunakan peneliti untuk
memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka menjawab
rumusan masalah sesuai dengan ruang lingkup penelitian. Dalam
penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah

sebagai berikut:

4 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, cet. ke-1(Mataram: Mataram University Press,
2020), him. 125.
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a. Wawancara
Wawancara merupakan teknik pengumpulan data
dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada narasumber.
Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara kepada
empat Pendamping Proses Produk Halal (PPH), lima pelaku
usaha mikro dan kecil yang sudah bersertifikasi halal, dua
pelaku usaha mikro dan kecil dalam proses sertifikasi halal, dan
tiga pelaku usaha mikro dan kecil yang belum bersertifikasi
halal dengan skema self-declare di DIY.
b. Studi Kepustakaan
Studi kepustakaan (library research) merupakan
metode pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dan
menganalisis berbagai referensi dari literatur jurnal, undang-
undang, dan buku yang topiknya relevan.
6. Analisis Data
Setelah data yang diperoleh dalam penelitian terkumpul,
langkah selanjutnya adalah melakukan analisis data. Peneliti
menggunakan metode induktif, yaitu metode analisis yang berpijak
pada data atau temuan empiris di lapangan untuk kemudian ditarik
menjadi suatu kesimpulan yang bersifat umum atau teoritik. Metode
ini diawali dengan pengumpulan fakta-fakta khusus yang
ditemukan selama proses penelitian, lalu disusun dan dianalisis

untuk menemukan pola, hubungan, atau kecenderungan tertentu.
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Dari proses tersebut, peneliti menarik kesimpulan yang
merefleksikan prinsip atau teori umum yang relevan. Penggunaan
metode induktif dalam penelitian ini bertujuan untuk menelaah
secara mendalam implementasi Kepkaban Nomor 146 Tahun 2025
terhadap sertifikasi halal skema self declare berdasarkan temuan
empiris di lapangan, kemudian dianalisis dalam kerangka pemikiran

magqasid al-syari ‘ah.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan gambaran umum mengenai
alur dan struktur isi penelitian yang disusun secara sistematis dan terarah
agar memudahkan pembaca dalam memahami isi dari setiap bab dalam
karya ilmiah ini. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini
terdiri dari lima bab, yaitu sebagai berikut:

Bab pertama merupakan bagian pendahuluan yang memuat latar
belakang masalah, yang menjelaskan alasan pemilihan tema oleh penulis.
Selanjutnya, rumusan masalah menguraikan pokok persoalan yang akan
dibahas dalam penelitian ini. Bagian tujuan dan kegunaan menjelaskan arah
tujuan penelitian serta manfaat yang ingin dicapai, baik secara akademis
maupun praktis. Kerangka teori berisi uraian mengenai teori yang dijadikan
dasar dalam analisis penelitian. Adapun metode penelitian mencakup jenis
dan sifat penelitian, pendekatan yang digunakan, sumber data, teknik
pengumpulan data, serta teknik analisis data yang digunakan dalam proses

penelitian.
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Bab kedua berisi landasan teori yang digunakan dalam penelitian,
yaitu teori magasid al-syari‘ah sebagai dasar analisis normatif, serta teori
sistem hukum dari Lawrence M. Friedman yang meliputi struktur hukum,
substansi hukum, dan budaya hukum sebagai kerangka analisis
implementasi kebijakan sertifikasi halal skema self declare pada UMK.

Bab ketiga memuat gambaran umum objek penelitian secara
deskriptif tanpa analisis, meliputi kondisi Daerah Istimewa Yogyakarta
(DIY), profil dan karakteristik pelaku UMK, serta peran Pendamping
Proses Produk Halal (PPH). Selain itu, disajikan data hasil wawancara
terkait pelaksanaan sertifikasi halal skema self declare di lapangan.

Bab keempat berisi analisis penelitian dalam dua bagian. Pertama,
analisis implementasi Keputusan Kepala BPJPH Nomor 146 Tahun 2025
menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, mencakup
struktur, substansi, dan budaya hukum, serta faktor pendukung,
penghambat, dan indikator keberhasilan implementasi. Kedua, analisis
dalam perspektif magasid al-syari ‘ah dengan pendekatan sistem dari Jasser
Auda, untuk menilai kesesuaian implementasi sertifikasi halal dengan
tujuan-tujuan syariah.

Bab kelima merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan
saran. Kesimpulan merupakan jawaban atas pokok permasalahan dan hasil
penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Saran berisi tentang pendapat atau

usulan agar terciptanya skripsi yang lebih baik lagi.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Implementasi sertifikasi halal melalui skema self-declare bagi pelaku
Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Daerah Istimewa Yogyakarta masih
menghadapi berbagai hambatan, terutama yang bersumber dari budaya
hukum, substansi hukum, dan struktur hukum. Dari perspektif budaya
hukum, rendahnya kepercayaan pelaku UMK terhadap pendamping pada
tahap awal disebabkan oleh kekhawatiran penipuan dan minimnya legitimasi
sosial pendamping di tingkat desa. Sementara itu, kelemahan substansi
hukum terlihat pada belum optimalnya peraturan sekunder, terutama dalam
penyediaan sumber daya manusia yang kompeten dan sistem informasi yang
andal. Meskipun demikian, faktor pendorong berupa fasilitasi gratis,
kesadaran intrinsik pelaku usaha, serta peran pendampingan intensif oleh
Pendamping PPH telah berhasil meningkatkan partisipasi. Secara
keseluruhan, efektivitas implementasi sangat bergantung pada sinergi antara
penguatan budaya hukum berbasis kepercayaan, penyempurnaan substansi

hukum, dan penguatan struktur institusional yang terorganisir di tingkat desa.

Ditinjau dari perspektif magasid al-syari‘ah, Keputusan Kepala
Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 146 Tahun 2025 tentang
sertifikasi halal skema self-declare telah mencerminkan upaya mewujudkan

kemaslahatan pada tingkat sajiyyat dan tahsiniyyat. Kebijakan ini berhasil

138



139

menyederhanakan prosedur, mengurangi beban administratif, serta
memberikan kemudahan akses bagi pelaku UMK, sehingga sejalan dengan
prinsip raf‘al-haraj (penghilangan kesulitan) dan taysir (kemudahan).
Melalui pendekatan sistem magdasid kontemporer, kebijakan tersebut
menunjukkan kekuatan pada fitur kognitif, kemenyeluruhan, keterbukaan,
hierarki saling berkaitan, multidimensionalitas, dan kebermaksudan.
Meskipun masih terdapat kendala teknis pada sistem SIHALAL, secara
keseluruhan kebijakan ini telah berorientasi pada kemaslahatan umum
dengan memberikan kepastian hukum, perlindungan, dan pemberdayaan
ekonomi bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Dengan demikian, sertifikasi
halal skema self-declare dapat dipandang sebagai wujud hukum Islam yang
adaptif, responsif terhadap realitas sosial, dan berkontribusi terhadap

keberlanjutan kemaslahatan umat.

Keputusan Kepala BPJPH Nomor 146 Tahun 2025 telah
terimplementasi secara parsial di Daerah Istimewa Yogyakarta. Skema self-
declare berhasil dijalankan melalui fasilitasi gratis, pendampingan oleh PPH,
dan peningkatan partisipasi UMK, terutama pada aspek kemudahan akses
dan perlindungan hukum. Namun, implementasinya belum sepenuhnya
optimal karena masih terdapat hambatan budaya hukum (rendahnya
kepercayaan), kelemahan substansi (sistem informasi dan peraturan
sekunder), serta ketergantungan pada struktur pendampingan di tingkat desa.

Secara keseluruhan, kebijakan ini telah memberikan fondasi yang kuat, tetapi
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memerlukan penguatan lebih lanjut agar mencapai implementasi yang

menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan prinsip magasid al-syari‘ah.

. Saran

Penelitian ini menganalisis implementasi sertifikasi halal skema self-
declare melalui dua kerangka perspektif, serta magasid al-syari‘ah, dengan
lokus yang terbatas pada wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Keterbatasan
tersebut membuka peluang bagi penelitian mendatang untuk memperluas
cakupan kajian dengan mengintegrasikan perspektif lain, seperti ekonomi
syariah, sosiologi hukum, analisis kebijakan publik, atau pendekatan
magqasid kontemporer yang lebih komprehensif. Selain itu, perluasan lokus
penelitian ke berbagai provinsi di Indonesia akan menghasilkan gambaran
yang lebih representatif dan generalisasi yang lebih kuat mengenai
efektivitas serta tantangan implementasi sertifikasi halal skema self-declare

bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil secara nasional.
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